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ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal   12 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang 

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Majenen Tahun 2020; 

 

 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 



dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 981). 

 

 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 145/PL.02.5-

Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020  Tahun 2020 diatur tentang : Pembatasan 

Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  

Kabupaten Majene Tahun 2020 sebesar RP. 3.877.971.200 (Tiga miliar delapan 

ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). 

Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud, 

didasari  dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan 

Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan 

Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan 

manajemen Kampanye/konsultan. menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 dalam 

penggunaan pengeluaran dana kampanye. Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Kabupaten Majene Tahun 2020 yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi pembatalan 

sebagai pasangan calon 

 

 

 

CATATAN :  -  Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020. 

 


